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KATA PENGANTAR

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada umumnya secara ringkas,
adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan
atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang apakah
masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian
fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan
yang melanggengkan subordinasi perempuan. Adapun pengertian
kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam
rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan dapat
disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang
berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,
seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang
terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah
kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami
maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Buku Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini,
merupakan sebuah buku referensi ajar (bahan ajar) untuk mata
kuliah Hukum KDRT. Buku ini saya bagi kedalam 4 bagian besar
dengan 9 Bab keseluruhannya.

Buku yang ada ditangan sidang pembaca ini, memiliki kelebihan
karena memuat KDRT yang ditinjau dari beberapa perspektif, yakni
perspektif teori Negara, perspektif sosiologis, hukum nasional,
hukum adat, hukum Islam dan perspektif sosio-yuridis. Selain itu
juga, buku ini memuat Gagasan dan konsep mediasi pidana dalam
KDRT termasuk didalamnya dikemukakan mengenai mediasi pidana
KDRT dan penerapannya di Negara-negara Amerika dan Asia. Yang
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paling akhir, buku ini memuat mengenai KDRT menurut perspektif
Restorative Justice, termasuk didalamnya dikemukakan mengenai
hakikat dan efektifitas penerapan mediasi dalam Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Buku ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akademik dan
menjawab perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum,
dan diharapkan memudahkan para mahasiswa dalam mempelajari
hukum KDRT.

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari bantuan
pihak lain, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan buku ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima
kasih dan sayang kepada istri dan anak saya yang dengan penuh
kasih dan sayang menemani dalam penyusunan buku ini.

Akhirnya kepada penerbit, saya mengucapkan terima kasih sudah
berkenaan menerbitkan naskah ini dengan segala kekurangannya.
Semoga buku ini bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah swt.
aamiin.

Jakarta, Agustus 2021
Penulis

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn, CLA,CLi.
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BAB 1

PENGANTAR HUKUM KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam Rumah Tangga.
Secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun
fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada
seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa,
yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan
atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi
perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga,
sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan
Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan
sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat
kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau
psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau
perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan
umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). Lebih tegas lagi
dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam
rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas
perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa
terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami
adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya,
dan hal ini tidak terjadi sebaliknya. Lebih jauh lagi Maggi Humm
menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan
sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam
rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik,
baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada
nyawa.

2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena
ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap

3
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merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap
wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan
kebebasan, dll.

4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun
psikologis perempuan.

5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan
keluarga atau rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang telah
menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat
hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi
kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak
dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai
saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam
UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): “Suami
adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat
keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP
merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari
tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap
orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan
keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan
hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari
pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam
hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian
serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan
pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU
No. 23 Tahun 2004 yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk
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ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

B. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang
dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan
perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004
yang antara lain menegaskan bahwa:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman
dan bebes dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia
tahun 1945.

2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam
rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia,
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
deskriminasi yang harus dihapus.

3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang
kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan
perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman
kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk
Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga.
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Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri
sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar
hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)
pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri
atau anak diancam hukuman pidana”

C. Pengertian KDRT dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah
kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami
maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri)
dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru
sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah
tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian
dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal
di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si
korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem
hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan
masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban
serta menindak pelakunya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda
bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukan bahwa
KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita
sebagai korban. World Health Organization (WHO) dalam World Report
pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002,
menemukan bahwa antara 40 hingga 70 persen perempuan yang
meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan
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atau pasangannya sendiri. Laporan Khusus dari PBB mengenai
Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendefinisikan KDRT
dalam bingkai jender sebagai “kekerasan yang dilakukan di dalam
lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap perempuan
dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut; atau kekerasan
yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif
pada perempuan dalam lingkup rumah tangga.”

Signifikansi menggunakan jender sebagai basis analisa dalam
permasalahan ini yaitu untuk mendorong terjadinya perubahan
paradigma terhadap KDRT dengan obeservasi sebagai berikut,
“Daripada menanyakan kenapa pihak pria memukul, terdapat
tendensi untuk bertanya kenapa pihak perempuan berdiam diri”
Analisa jender mendorong kita tidak hanya menanyakan mengapa
pria melakukan kekerasan, tetapi juga menanyakan kenapa kekerasan
terhadap perempuan terjadi dan diterima oleh banyak masyarakat.
Merestrukturisasi pertanyaan tesebut merupakan hal penting dalam
melakukan pembaharuan hukum, khususnya dari perspektif keadilan
dan hak asasi manusia (HAM). Kunci utama untuk memahami
KDRT dari perspektif jender adalah untuk memberikan apresiasi
bahwa akar masalah dari kekerasan tersebut terletak pada kekuasaan
hubungan yang tidak seimbang antara pria dan perempuan yang
terjadi pada masyarakat yang didominasi oleh pria. Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap
perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya,
terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke
permukaan. Meskipun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan
terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap
perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat.
Dari perspektif tersebut, kekerasan seperti terlihat sebagai suatu
tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang
yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang
sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan
metode yang dapat diterima dari penderitaan yang tak terlihat.

Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah
membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi
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